SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA MEDIA SOSIAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan

Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur perlu diangkat Pengelola

Media Sosial;

. bahwa Pengelola Media sosial di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tersebut
pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Belitung Timur;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846),;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang. . .



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 20185 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6863);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5149);

6. Peraturan . . .



6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun
2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah

dengan . . .



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN
PENGELOLA MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.
Mengangkat nama sebagaimana terlampir sebagai
Pengelola Media Sosial Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Belitung Timur
Tugas Pengelola Media Sosial antara lain sebagai berikut:

a. Edukasi dan Informasi Pemilu melalui Media Sosial

b. Perencanaan dan Penjadwalan Konten
c. Pembuatan Konten

d. Manajemen Komunitas

e. Pengawasan dan Klarifikasi Informasi
f. Pelaporan dan Evaluasi

g. Kolaborasi dan Dukungan Program

h. Penerapan Netralitas dan Kepatuhan

Berkoordinasi dengan pengelola media sosial KPU
Provinsi dan KPU RI.
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

=T

dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana
mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat

kekeliruan.



- '2-?7:78 kretaris

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

__ KABUPATEN BELITUNG TIMUR




LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BELITUNG TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA  MEDIA
SOSIAL KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

PENGELOLA MEDIA SOSIAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

NO

NAMA

SUB BAGIAN

Teguh Mulya

Partisipasi, Hubunga Masyarakat,

dan Sumber Daya Manusia

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

_KABUPATEN BELITUNG TIMUR
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